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KEPUTUSAN

BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT IT NGANJUK
NOMOR s 363 TAHUN 1991

TENTANG

\
o ' ]
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN D[“S:DLK

DASAR TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT NGANJUK,-
TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT DESA/KELURAHAN SE
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK,.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT NGANJUK

MENIMBANG 3 Bahwa dalam rangka peningkatan pendidikan bagi sdémua warga negara me

MENGINGAT i

MEMPEHHATIKAN 3

lalui wajib belajar Sekolah Dasar dan. Sekolah Lanjutan Tingkat Perta
ma serta pendidiken yang setara sampai tamat, perlu dibentuk Tim Ko-
ordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan se-
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala -
Daerah Tingkat II Nganjuk,

1, Undang-Undang Nemor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok~Pokok Pemerintahan
di Daara.h,’

2, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistim Pendidikan Nasio-
nal, _

3o Keputusan Bersama Menteri Pendidikan den Kebudayaan, Menteri Aga-
ma, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri Nemor s 0318/P/84 ,
Nomor 64 Tahun 1984, Nomor 43/HUK/KEP/VII/1984 Nomor 45 Talun =
19845. : : |

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerash Tingkat I Jawa Timur Nomor :211-"
‘I'ghlm 1991 Tentang Tim Koordinasi Wg:ji’b Belajar Pendidikan Dasar-
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timurg '

5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor § 22 -
Tahun 1991 Tentang Anggaran Pendapaten dan Belanja Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992,

Surat Gubernur Kepala Dasrah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 25 Mei -~
1991 Nomor 8 421,3/11526/032/1991 perihal Tim Koordinasi Wajib Bela~-
Jar Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Timur,

A



MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

+ KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUK-
AN TIM KOORDINASI WAJIB BELAJAR PEMDIDIKAN DASAR TINGKAT KABUPATEN ~
DAERAE TINGKAT IT NGANJUK, TINGKAT KECAMATAN DAN TINCKAT DESA/KELU -
RAHAN SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1
Membentuk Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Ting-
kat Kabupaten Daprah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan keanggotaan-
sebagainana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini,

Pasal 2
Pim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan-
ini mempunyai tugas
a. Menyusun Rencana dan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kabu-
paten Dagrah Tingkat II Nganjuk dengan berpedaman pada petunjuk -
pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV Keputusan ini,
b, Mengadakan Rapat selurang-kurangnya 3 kali setahun,
Pasal 3
Membentuk Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Ting-
kat Kecamatan se Kabupaten Dserah Tingkat II Nganjuk dengan susunan-
keangzotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Kepuiusan ini,

Pasal 4
Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Keputusan -
ini mempunyai tugas 3
a. Menyusun Rencana dan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di -
Kecamatan dengan berpedcman pada petunjuk pelaksanaan sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini, :
b, Mengadakan Rapat selurang-sekurangnys 4 kali setahun,

Pasal 5
Mombentuk Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Ting-
kat Desa/Kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut -
dalam Lampiran III Keputusan ini.
Pasal 6
Pim Koordinasi sebagaimana dimasksud dalam pasal 5 Keputusan -
ini mempunyai tugas $
a. Menyusun Rencana dan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di -
Desa/Kelurshan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan seba -
gaimana dimaksud dalam Lempiran V Keputusan ini,
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b, Mengadakan Rapat Sekurang-sekurangnya 4 kali setabun,

Pasal T ,

Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sebagaimana di-
maksud dalam pasal 1, 3, dan pasal 5 Keputusan ini dalam melaksana -
kan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Tim Koordinasi Wa -
jib Belajar Pendidikan Dasar pade jenjang diatasnya.

Pasal 8

1, Biaya pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan -
dasar sebagaimana dimeksud dalam pasal 1, pasal 3 dan pasal 5 Ke-
putusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae -
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan partisipasi Masyara -
kats

2, Biaya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di bebankan pada
Anggaran Pendapatan den Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan-
Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Anggaran Fen
dapatan dan Belanja Daersh Kabupaten Daerah Tingkat IT Nganjuk -
dan Anggaran Instansi Lintas Sekioral.

Pasal 9
Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kepala Dae-
reh Tingkat II Nganjuk Tanggal 5 Nopember 1990 Nomor 788 Tghun -
1990 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku,

Pasal 10
Keputusan ini mulai berlsku sejek tanggal ditetapkan dengan -
ketentuan aken diadakan perubahan seperlunya apebila terjadi dikemu-
dian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di ¢ NGANJUK

s Tamggsl ) t33-12 - 1991

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada,
Yth,1.Sdr, Gubernur Kepala Daerah Tingkat .I-
Jawe Timur di SURABAYAj
2,9dr, Kepala Kanwil DEPDIKBUD Propinsi -
Jawa, Timur di SURABAYA;
3.8dr, Kepala Kanwil Dep, Agama Propinsi-
Jawa Timur di Surabayas
4.5dr, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebu -
dayaan Daerah Propinsi Daerah Ting
kat I Jawa Timar di SURABAYAj
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8,5dr,

9.5dr

10,8dr,

11,8dr,

12,5d>,

13,547,

14 .5dx,

-4 -

Pembantu Gubernur di Kedirij
MUSPIDA Kabupaten Dasrah Tingkat II
Nganjuk;

Ketus DPED Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjukj

Kepala Dinas/Instansi se Ksbupaten-
Daerah Tingkat II Nganjuks

Kepala Itwilkab Daersh Tingkat II
Ngan juk

Kepala Kantor SOSPOL Kgbupaten Das-
rah Tingkat II Nganjuks

Pembaniu Bupati se Kabupaten Daerah
Tingkat IT Nganjuk;

Camat se Kabupaten Daerah Tingkat -
II Nganjuks

Kepala Bagian/Dinas dilingkungan -
Setwilda Tingkat II Nganjuksj
Anggota Tim Koordinagsi dimaksud.




LAMPTRAN

I s KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK .
NOMOR s 363 TAHUN 1991
TANGGAL ¢ 13 =12 - 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK,

WOMOR

! JABATAN DATAM TIM |

KETERANGAN JABATAN/INSTANSI

1.
26
3e

4.

Se

Penanggung Jawab
Ketua Umum

a. Ketua I
be Ketua II
co Ketua TIII
d, Ketua v

Sekretaris I
Sekretaris II

Anggota -~ Anggota

Bupati Kepala Daersh Tingkat II Ngangjuk.

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.

Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Dati II Nganjuk,
Ketua BAPPEDA Kab, Dati II Nganjuk, _

Kepala Kantor Departemen Agama Kab, Dati II Nganjuk.
Kepala Cabang Dinas P & K Kab, Dati II Nganjuk.

Kabag Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk,

Kasub Bag Penyusunan Rencang dan Program Kantor Depariemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kab, Dati IT Nganjuk,

(=1
b,
Co
d,
€.
£,
Ee

h,

ie
Jo
ke
1.

Me

Kepala Kantor Cabang Dinas Sosial Kab, Dati II Nganjuk,
Kepala Badan Pertanahan Kab, Dati II Nganjuk,

Kepala Kantor BANGDES Kab, Dati II Nganjuk,

Kepala Kantor DEFPEN Kab, Dati II Nganjuk.

Kepgla Kantor Deparitemen Transmigrasi Kab, Dati II Nganjuk,
Kepala Kantor Statistik Kab, Dati II Nganjuk,

Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umm Cipta Karya Kab, Dati II
Nganjuk.

Kasub Bag APK Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk,
Kepala Seksi Pergurais Kantor Departemen Agama Kab., Dati II
Ngan juk,

Kepala Bidang Sosial Budaya, BAPPEDA Tingkat II Kabupaten -
Nganjuk.,

Kepala Seksi Pendidikan Dasar, Kantor DEFDIKBUD Kab, Da -
ti IT Nganjuk,

Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat, Kantor DEPDIKBUD Kab,-
Dati II Nganjuk,

Kasi Dikdas & Subsgidi Bantuan Cabdin P & K Kab, Dati II -
Nganjuk,

D INGKAT II




TAMPIRAN II ¢ KEPUTUSAN BUPATI KEPATA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK,
NOMOR s 363 TAHUN 1991
TANGGAL s 13 = 12 - 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR TING
KAT KECAMATAN SE EKABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK,

NOMOR ! JABATAN DALAM TIM ¥ KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1, Penanggung Jawab Camat
2, @ Ketua I Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan
. b, Ketua II Sekretaris Wilayah Kecamatan
c. Ketua III Kepala Ranting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3., Sekretaris Kepala Urusan Tata Usaha Kantor Deparfemen Pendidik

an dan Kebudayaan Kecamatan

4., Anggota - anggota 3 a, Seorang Penilik Taman Kanak-kanak / SD
b, Seorang Penilik Pendidikan Agama Islam
¢. Penilik Pendidikan Masyarakat
d, Juru Penerang
e. Mantri Statistik

f, Seorang Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

® / Madrasah Tsnawiyeh .
P
ALA D GKAT II
GANJ

" Pre, IBNU SALAM

. : B



TAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT
NGANJUK.
NOMOR. : 363 TAHUN 1991
TANGGAL ¢ 13 = 12 = 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
TINGKAT DESA/KELURAHAN SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT NGANJUK,

NOMOR ! JABATAN DALAM TIM ! KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1e a. Ketua Kepala Desa / Kepala Kelurashan
b, Wakil Ketua Sekretaris Desa / Sekretaris Kelurahan
2, Sekretaris Kepala Urusan Kese jashiteraan Rakyatl
3? Anggota - anggota 3 a., Ketua Tim Penggerak PKK

b, Ketua Seksdi . Pendidikan LKMD
¢, Tokoh Masyarakat
d., Seorang Kepzla SD/MI

e, Ketua Karang Taruna

ALA D TINGKAT II
NGANJff K .F




IAMPIRAN IV
PETUNJUK PEIAKSANAAN wa JIB BELA JuR PENDIBIKAN
DASAR DAIAM PELITA V DI PROPINSI Jawh TIMUR

4. IATAR BEIAKANG

Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu se-
tiap jenjang dan Jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar pada jen-
jang pendidikan menengah dalam rangka perintisan wajib belajar Sekelah lanjut-
an Tingkat Pertama (SLTP).

Dalam memperluas kesempatan untuk mempereleh pendidikan perlu tetap mem
perhatikan kesempatan belsjar dan kesempatan meningkatkan ketrampilan baéi -
ansk yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, penyandang cacat ataupun-
bertempat tinggal di daerah terpencil. :

Berdasarkan Undang-undang Nemer 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan-
Nasienal dan Peraturan Pemerintah Nemer 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar,
pendidikan dasar merurakan pendidikan yang lamanya sembilan tahun yang dise -
lengearakan selama enam tahun di Sekelah lasar dan tiga tahun di Sekelgh lan -
jutan Pertamaatau satuan pendidikan yang sederajat.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan wajib belajar bukan hgnya bagi
anak usia 7 = 12 tahun untuk SD, akan tetapi juga termasuk anak usia 13 - 15
tahun untuk SLTP karena SD dan 5LIP berada dalam satu jenjang pendidikan dasar.

Pelaksanaan wajib bela jar bagi anak usia 7 - 12 tahun di tingkat SD un-
tuk tahun pelajaran 1988/1989 (gkhir Kepelita IV) angka partisipasinya telah
mencapai 99,6 % dari 30.182.900 sedangkan jumlagh lulusan SD yang tertampung -
pada SLTP 68 % dari 3.815.000 anak lulusen SDo

Berdasarkan data tersebut, titik berat pelaksanaan wajib belajar SD ada
lah upays penuntasan anak usia 7 - 12 tahun masuk 5D, sedangkan titik berat pe
laksanaan wajib bela jar tingkat 5LTF adalah upaya perintisan wajib belajar pen
didikan dasar dalam rangka menaikkan angka partisipasi dan daya tampung atas
lulusan 5D, sehingga daya tampung SLTP pada akhir Repelita V mencapai 85 %.

Sasaran penuntasan anak usia 7 - 12 tahun di tingkat 5D menyangkut upa-
ya pelayanan dan pemerataan kesempatan mempereleh pendidikan di Laerah terpen-
cil, masyarakat terasing, penduduk berpindzh-pindah, anak tuna wisma, anak pu-
tus sekelah, anak kurang mampu dan anak yang menyandang kelainan fisik dan -
atau mental, sedangkan perintisan wajib belajar SLTP lebih dititik beratkan pa
da peningkatan angka partisipasi dan daya tampung oil'P,

Wajib belajar baik tingkat 5D maupun tingkat SIT'P dilaksgnakan melslui-
jalur pendidikan sekelah dan jalur pendidikan luar Sekelah, Disamping itu bagi
semuUa warga Negara yang berumur 1& — 44 tahun dikembangkan pemberantazsan tiga-
puta (buta aksara latin dan angka, buta bahasa indenesia dan buta pengetahuan-

dasar), Upaya pendidikan semesta dan pendidikan berkelanjutan.
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Dengan demikian, upaya menggerakkan peran serta masyarakat secara
terpadu merupakan salah satu permasalahan yang harus ditanggulangi dalam
upays pelaksanaan wajib belajar dan pendidikan bagi semua warga negara.

Peran serta dunia usghz dan perguruan tinggi dalam upaya menun -
jang keberhasilan pengelelaan dan penyelenggaraan wajib belajar tersebut
mutlak diperlukan untuk memujudkan wajib belajar sehingga menjadi gerak-
an masyarakat yang mandiri.

IANUASAN HUKUM rENYELENGGARAAN WaJdliB BEIAJAR
Pers turan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penye -
lenggaraan wajib belajar, adalah : r

1. Pancasila, sebagai landasan idiel dalam melaksanakan pembangunan na -
sienal ;

2. Upndang-undang Dasar 1945, sebagai landasan Kenstitusienal,

a. Pembukaan antara lain menyebutkan " .......... Mencerdaskan kehi -
dupan bangsa ".

b. Bab XIII Pasal 31 ayat (1) menyatakan “Tiap-tiap warga negara ber-
hak mendapat pengajaran".

3, Ketetapan MPR Ne. II/MFR/1988 tentang Garis-Garis Desar HBaluan Negara
gsebagai landasan eperasienal, menyatakan antara lain "Titik berat pem
bangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang -
dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar pada jenjang-
pendidikan menengah dalam rangka persiapan perluasan wajib belajar un
tuk pendidikan menengzh tingkat pertama,

4. Undang-undang Nemer 2 Tahun 1989 tentang Sistem rendidikan Nasienal :
a. Bab III kasal 6 menyebutkan “setiap warga negara berhak atas kesem
patan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memper -
eleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang sekurang-kurang -
nya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan tgvatan -
pendidikan dasar ;
b. Bab V kasal 14 yang menyatakan 3
1, Wargs negara yang berumur ® tahun berhak mengikuti pendidikan -
dasar
2. Warga negara yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendi-
dikan yang setara, sampai tamat., «
5. Keputusan Bersama lMenteri Fendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam
Negeri Nemor 0341a/F/1990 dan Nemer 39 Tahun 1990 ;
6. Keputusan Menteri Kordinater Bidang Kese johteraan Rokyat Nomor 01/

Kep/Menke /Kesra /1/1991 tentang Tim Kerdinasi wajib Belajar rendidikan
Dasar.



C. ORGANISASI PEIAKSANAAN wA JIB BEIAJAR PENDIDIKAN DASAR

Lo e

Coe

Pelaksanzan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Prepinsi Dae
rah Tingkat I Jawa Timur.

Di Tingkst PrgpinSi Dagerah Tingkat I Jawa Timur dikeerdinasikan -
eleh Asisten III Sekretaris Wilayah/Daerah Bidang Kesra, dan di
laksanakan secara terpadu eleh Unit kerja terkait yaitu, Kanter -

Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bire Bina lMental -
Spiritual Sekretariat Wilayah/Daerah, Kanter Wilayah Departemen -
Agama, Kanter Wilayah Departemen Sesial, Kanter Wilayah Departe -
men Penerangan, Kanter wilayah Departemen Tenaga Kerja, Dinas Se-
sial Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya vaerah, Kanter Wila
yah Departemen Transmigrasi, BAPFE.A, Kanter wWilayah Badan Perta-
nahan Nasienal, Kanter Statistik dan Dinas Pendidikan dan Kebudg-

Yyaan Daerah.

Pelzksanaan Wajib Belajar Pendidikan lasar Tingkat Kabupaten/Kets

madya »

Di Kabupaten/Ketamadya Daerah Tingkat II dikerdinasikan eleh se -

kretaris wilayah/Daerah dan dilaksanakan secara terpadu eleh lem-

baga /Instansi terkait yaitu :

Kanter Lepartemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Ketgmadys -

Bagian Kesra Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Ketamadya, Kan-

ter Departemen pgama Kabupaten/KetamaGYa, Kanter Lepartemen Sesi-

al Kabupaten/Ketzmadya, Kanter Departemen renerangan Kabupaten/Ke

tamadya, Kanter Departemen Tenaga Kerja Kabupaten/Ketamadya, Ca-

bang Uings Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupa ten /Ketamadya , dan

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Uaerah Kabupaten/Ketamadya.
Pelaksanaan Wajib Belajar FPendidikan Dasar Tingkat Kecamatan.

Di Tingkat Kecamatan dikeerdinasikan eleh Camat dan dilaksanakan-

secara terpadu eleh unit kerja yang terkait yaitu : Kanter Lepar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kanter Urusan Agama |,

Jupen dan Menteri statistik.

Felzksanaan wa jib belajar Pendidikan Dasar Tingkat Desa /Kelurahan
Di Tingkat Desa/Kelurahan dikeerdinasikan eleh Kepala Desa/Kelura

han dan dilaksgnakan gecara terpadu eleh unit kerja terkait yaitu
LKMD, PKK, Karang Taruna, Tekeh Masyarakat dan Organisgsi Sesial-
lainnya. Khusus éi Tingkat Desg /Kelurzhan pelaksanagn wajib bela-
jar Pendidikan Dgsar menekankan pemerataan wWajib Bels jar SD.

2. Dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Lasar di Prepingi Jawa =

Timur,

ae Di Tingkat Prepinsi Jawa Timur Gubernur Kepala Daersh Tingkat I

Jawa Timur sebagal Penanggung Jawab dan Asisten III Sekretaris-
Wilayah/Ugperah (Bidang Kesra) sebagai Ketua;




b. Di Tingkat Kabupaten/Ketamadya, BupatiMWaliketamadya, sebagai Penang
gung Jawab dan Sekretaris Wilayah/Daerah sebagai Ketua;

c. Ui Tingkat Kecamatan, Camat sebagai Fenanggung Jawab dan Kepala Kan-
ter vepartemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan sebagai Ketus I ,
Sekretaris Wilayah Kecamatan sebagai Ketua II, Kepala Ranting Bings-
Pendidikan dan Kebudayazsn sebagai Ketua III;

d. Di Tingkat Desa /Kelurahan, Kepala Desa /Kelurahan sebagai Ketua, Se -
kretaris Desa/Kelurahan sebagail wakil Ketua dan Kepalas Urusan Kesrs
sebagai Sekretaris,

D, MEKA NISME

L, Tim Keerdinasi di Prepinsi Daerah Tingkat I Jawaz Timur.

a. Tim KeerdinasiMajib Bela jar Pendidikan Dasar Tingkat Prepinsi Dae -
rah Tingkat I Jawa Timur bertanggung Jjawadb kepada Tim Keerdinasl Wa
Jjib Bela jar Pendidikan Dasar Tingkat Nasional ;

b. Tim Keerdinasi Wajib Belajar Fendidiken Dasar Tingkat Kabupaten/Kota
madya bertanggung jawab kepada Tim Keerdinpsi Wajib Belajar rendidik
an Dasar Tingkat Prepinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

ce Tim Keerdinasi wa jib Bela jar Fendidikan Dasar Tingkat Kecamatan ber-
tanggung jawab kepads Tim Keerdinasi Wajib Bela jar Fendidikan Dasar-
Tingkat Kabupaten/Ketamadya 3

d. Tim Keordinasi W, jib Belajar Fendidikan Dasar Tingkat Desa/Kelurahan
bertanggung jawab kepada Tim Keordinasi wa jib Belajar Pendidikan Da=-
sar Tingkat Kecamatan.

2, Ferum Kemunikasi
Dalam rangka pelaksgnagan Keerdinasi Wa jib Belajar Pendidikan lasar per-
lu diadakan ferum kemunikasi, baik secara herizental maupun vertikal -

yang diatur sebagai berikut :

a. Ferum Kemunikasi secars herizental di Tingkat Prepinsi diikuti eleh-
unit kerja terkait pada tingkat daerah yang setingkat/éejajar s

b. Ferum Kemunikasi secars vertikal di tingkat Prepinsi diikuti eleh -
unit kerja terkait pada tingkat daerah yang setingkat/sejajar dan
Tim Keerdinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten / Ke
tamadya ;

c. Fada Tingkat Kabupaten/Ketamadya, Kecamatan dan tingkat Desa / Kelu-
rahanferum komunikasi dilakukan seperti di Tingkat Prepinsi.

B. SUMBEK L YA

Sumber daya penyelenggaraan Tim Keerdinasi wajib Belajar Pendidiken Dssar-
berupa sarang dan prasarana dan keuangan berasal dari 3

1. Pemerintah, masyarakat dan erangtua ;

2. Bantuan yang tidak mengikat dari bahan internasiemal dan pemerintah ne -

gara sahabat.




F. PEMANTATA N LAN EVALWoI

1., Pemgntauan

a. Dalam pelaksanaan wa jib bela jar pendidikan dasar perlu dilzkukan-
pemantauzn dan bimbingan teknis ;3

b. Untuk mendukung pemantauan di tingkat Prepinsi ¢ikembangkan sis =
tim pelzperan tengah tghunan ;

c. Pemantzuan terpadu lintas sekteral dilakukan 1 kali setahun.

2. Evaluasi

a. Evaluasi kegiatan wajib bela jar pendidikan dasar dilgkukan 1 kali
setzhun j;
b. Hasil evaluasi aigunakan untuk pembinaan wajib belajar pendidikan

daSar.

G. POKOK-POKOK FRUGH:M KEGIATAN

. 1. Menunjang peningkatan mutu pendidikan dasarT.
Upaya menunjang peningkatan mutu pendidikan dasar mencgkup kempenen-

sebagal berikut :

1.1 Pelaksanaan kurikulum ;

1.2 Peningkatan kemapmpuan guru/tenaga kependidikan j

1.3 Pembingan kesiswaan ’;

1.4 Pengadaan, perbapikan, pemeliharaanprasé.ra.na dan sarana pendidik-
an j

1.5 Peningkatan metivasi dan partisipasi masyarakat.

2. Pemantauan wajib belajar S mela lui pela pendekatan :

2,1. SD Kenvensienal ;

2.2+ SD Kecil

. 2.3. SD Pameng 3
2.4, SD Terpadu ;

2.5. SDLB/ALB 3

2.6. MI/Pendek Pesantren ;
2.7+ Kejar Paket 2 3

5.8, Sigtem Guru Kunjung.

3, Perintisan wajib Belg jar Tingkat SuI'P melalui jalur Pendidikan seke-
lah dan jalur Pendidikan luar Sekelah yang diawali dengan 8 usulan -
pela yaitu :

- UGB, RKB, Leuble shift, SMF terbuka, Paket B, Upere, ladrasah Ts =

dan rFendek lesantren.
4. Venciptakan situgsi dan kendisi satuan rendidikan melalui

4.1, Jglur dalam sekelah



4.1.1, Peningkatan ketahanan sekelah ;
4.l.2. Pelaksanaan wawasan wiyata mandala :

1. Semug kegiatan sekelah mengarah kepada pencapaian tuju-
an penaidikan nasional ;

2. Kepala sekelah harus bertanggung Jjawab penuh untuk ke -
glatan sekelahnya ;

4. Menciptakan iklim kerja yang perdasarkan kekeluargaan ;

4, vemuz tenage kependidikan sekelah harus menjaga harkat-
martavat dan ciitra guru ;

5. sekelah berperan untuk menjadi centeh masyarakat seki -
tarnya.

. 4.1.5. Peningkatan pelaksanaan 5 K  (Keamanan, Ketertipan, Kever-

hasilan, Keindahan dan Kekeluargaan)j
4.,1.4. Menggalang partisipasi masyarakat terhadap pendidikan,

4,2, Jalur luar Sekelah

4.2.1. Menggerakkan petensi erganisasi sesial masyarakat kearah -
pelaksanzan wajib bela jar sebagai suatu gerakan masyarakat

4.2.2. Mengembangkan sikap mandiri masyarakat dalam pelaksanaan -
gerakan masyarakat.

He TUGAS TEKNIo

Tugas teknis Tim Keerdinasi wajib Belajar Pendidikau Lasar Prepinsi

Daerah Tingkat I Jawa Timur adalah :

1.

2

3a

4.

b.

©

Menyampaikan bahan masukan untuk menentukan kebijaksanaan Tingkat -
Nasienal ;

Menetapkan kebkjaksanaan pelaksanmaan perintisan wWajib Belajar Pen -
didikan Dasar Prepinsi waerah :ingkat 1 Jawa wimur ;

Memberikan arahan pada rim Keerdinasi wajib belajar Pendidikan ua
sar tingkat Kabupaten/Ketamadya ;

Mengadakan desain dan instrumen pendataan dan pemetaan ;

Memberikan pengarahan kepada tim Keerdinasi Wajib »selajar Pendidik-
an vasar iingkat Kecamatan khususnya yang menyangkut pengumpulan dg
ta serta pemetaan ;

Menerims laperan hasil pengumpulan data dan pemetaan dari Kapupaten
Jhetgmadya 3

Mentabulasi dan menganalisis hasil pengumpulan data dan pemetaan -
singkat Frepinsi

Memantapkan kensep pela wajiw pela jar pvercasarkan hasil pendataan -

wan pemetaan sertz perhitungan kebutuhan sarana penunjang s




9, Menyampaikan laporan kepada Guvernur Kepala uaerari Jdingkat 1 Jawa
Yimur ;5 ‘

10. Mempersiapkan pelaksanaan perintisan wajio selajar Yendidikan za-
sarT

11, Memantau aan memwerikan penyuluhan perintvisan waJjip velajar guRa-
kepentingan pemaniapal.
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